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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur 

dalam praktik pegadaian berlapis sepeda motor oleh kreditur di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, serta menganalisis 

kesesuaian praktik pegadaian berlapis dengan ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui 

wawancara dengan debitur, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta yang 

ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur 

dalam praktik pegadaian berlapis di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir belum terlaksana secara optimal. Secara normatif, KUHPerdata 

telah memberikan perlindungan kepada debitur melalui ketentuan Pasal 1150, 

Pasal 1155, Pasal 1157, Pasal 1337, dan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur 

bahwa hak gadai hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menguasai 

barang sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk menggadaikan kembali 

barang milik debitur kepada pihak ketiga. Namun, berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa praktik gadai dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, 

debitur tidak memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta tidak 

pernah memberikan persetujuan kepada kreditur untuk menggadaikan kembali 

sepeda motor kepada pihak lain. Praktik pegadaian berlapis tersebut berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan sistem hukum gadai 

dalam KUHPerdata. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi 

rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, tidak adanya perjanjian tertulis, 

penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur, lemahnya pengawasan terhadap 

praktik gadai perorangan, kondisi ekonomi debitur yang mendesak, serta masih 

kuatnya budaya saling percaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penggunaan perjanjian tertulis dalam 

setiap transaksi gadai, serta penegakan ketentuan KUHPerdata secara konsisten 

guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi 

debitur dalam praktik gadai perorangan. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Pegadaian Berlapis, Sepeda Motor, 

KUHPerdata. 
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